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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2013 
TENTANG 

PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), 
Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), 
Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat 
(3), dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Pada 
Jaminan Kesehatan Nasional; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 
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4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5372); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);  

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 473); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 501); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN 
KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
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1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 
iurannya dibayar oleh pemerintah. 

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 

4. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta 
dan/atau anggota keluarganya. 

5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. 

6. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan 
rawat jalan dan rawat inap. 

7. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan 
yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas 
kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, 
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.  

8. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan 
yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas 
kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, 
diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana 
peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 
(satu) hari.  

9. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya 
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub 
spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap 
tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. 

10. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang 
harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, 
dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. 

11. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan 
yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, 
mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat 
orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau 
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.  
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12. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite 
nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada 
bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang 
terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan 
penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.  

13. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 
mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan 
secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

BAB II 
PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 2 
(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas 

Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas 
Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat 
lanjutan. 

(2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 
a. puskesmas atau yang setara; 
b. praktik dokter; 
c. praktik dokter gigi;  
d. klinik pratama atau yang setara; dan 
e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.  

(3) Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 
a. klinik utama atau yang setara; 
b. rumah sakit umum; dan 
c. rumah sakit khusus. 

Pasal 3 
(1) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
komprehensif.  

(2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, 
rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan Pelayanan Kesehatan Darurat 
Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan 
laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan yang 
tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan 
sarana penunjang. 

(4) Dalam hal diperlukan pelayanan penunjang selain pelayanan 
penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh 
melalui rujukan ke fasilitas penunjang lain. 

BAB III 
KERJA SAMA FASILITAS KESEHATAN DENGAN BPJS KESEHATAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 4 

(1) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan 
kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

(2) Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama. 

(3) Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan 
dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang 
berwenang dengan BPJS Kesehatan.  

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 
atas kesepakatan bersama. 

Pasal 5 
(1) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas 

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi 
persyaratan.  

(2) Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan 
Fasilitas Kesehatan juga harus mempertimbangkan kecukupan antara 
jumlah Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang harus dilayani. 

Bagian Kedua 
Persyaratan, Seleksi dan Kredensialing 

Pasal 6 
(1)  Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas: 
a.  untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki: 

1. Surat Ijin Praktik; 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
3. perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring 

lainnya; dan  
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